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ABSTRAK 

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa implikasi yang 

signifikan terhadap pemerintahan desa. Dimana dalam perubahan ini meliputi 

penambahan masa jabatan kepala desa yang menjadi delapan tahun yang tentunya 

berimplikasi juga terhadap konsep pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan 

desa khususnya di desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. 

pengelolaan keuangan desa ini meliputi proses dari tahap perencanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, tidak hanya itu, perubahan 

Undang-Undang Desa ini terhadap pengelolaan keuangan desa juga mencakup 

akuntabilitas, transparansi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa. 

Perubahan ini memberikan peluang besar kepada pemerintah desa dalam 

melakukan pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa yang mandiri dan 

berkelanjutan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan 

menggunakan pendekatan perundang-Undangan (statute approach) dan 

pendekatan fakta (the factual approach) dengan analisa data deskriptif kualitatif. 

Hasil daripada penelitian ini bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2024 membawa dampak dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa khususnya 

dalam konsep pengelolaan keuangan desa di desa tobai barat, sehingga penelitian 

ini menganalisa implikasi perubahan Undang-Undang Desa terhadap pemerintah 

desa Tobai Barat yang harus melakukan optimalisasi dan penyelarasan dalam 

pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa pada Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang baru yang lebih kompleks, 

Kata Kunci: Perubahan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, Pengelolaan 

keuangan   desa, Pembangunan desa. 
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ABSTRACT 

The amendment to Village Law Number 3 of 2024 has significant 

implications for village government. Where this amendment includes the addition 

of the term of office of the village head to eight years which of course also has 

implications for the concept of village financial management in village 

development, especially in West Tobai Village, Sokobanah District, Sampang 

Regency. This village financial management includes the process from the 

planning, administration, reporting, and accountability stages, not only that, this 

amendment to the Village Law regarding village financial management also 

includes accountability, transparency and effectiveness in village financial 

management. This change provides a great opportunity for the village government 

to carry out village financial management in independent and sustainable village 

development. This research is an empirical legal research, using a statute 

approach, with qualitative descriptive data analysis. The results of this study are 

that the amendment to Village Law Number 3 of 2024 has an impact that increases 

the capacity of the village government, especially in the concept of village financial 

management in West Tobai Village, so this study analyzes the implications of the 

amendment to the Village Law on the West Tobai Village government which must 

make adjustments in managing village finances in village development in the new 

Village Law which is more complex,  
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